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BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk mencapai persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber pembiayaan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).[footnoteRef:1] [1:  Adrian Sutedi, “Implikai Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangaka Otonomi Daerah”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5. ] 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, di antaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. 
Kekurangan lahan parkir di daerah Kabupaten Wonosobo membawa dampak digunakannya tepi jalan umum sebagai tempat parkir. Penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat parkir sangat berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas, jika tidak diatur pemanfaatannya. Di Kabupaten Wonosobo hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. 
	NO.
	Jenis Kendaraan
	Tarif

	1.
	Kendaraan roda 2
	Rp 500,00 / 3 jam

	2
	Kendaraan roda 4
	Rp 1.000,00 / 3 jam

	3
	Kendaraan roda 6
	Rp 3.000,00 / 3 jam

	4
	Kendaraan beroda lebih dari 6
	Rp 5.000,00 / 3 jam


Dalam Pasal 8 Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur struktur dan besarnya tarif retribusi untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut: 



Tabel 1 : Daftar tarif parkir tepi jalan umum kabupaten wonosobo

Fakta di lapangan untuk penarikan tarif parkir melampaui regulasi dalam Perda serta juru parkir yang yang tidak bersedia menyerahkan karcis, ramainya kendaraan yang  parkir menjadikan juru parkir seenaknya menarik uang parkir, lebih-lebih bila ada acara besar di Kabupaten Wosonosobo dan hari libur yang menarik banyak orang untuk datang. Kejadian tersebut sangat merugikan Pemerintah dalam menggali PAD karena jumlah yang mereka setor tidak sebanding dengan yang diperoleh di lapangan, ini terjadi juga karena mereka merasa telah membeli atau membayar lahan parkir kepada oknum atau orang yang menguasai wilayah tersebut sehingga sangat sulit ditertibkan dan membuat Pemerintah kewalahan. Dalam pelaksanaannya Perda terseebut terjadi penyimpangan. Diantaranya pemungutan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan isi Perda, juga kegiatan perparkiran justru menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di wilayah Kota Wonosobo.[footnoteRef:2] [2:  Tesis,Adila Choliviawati."Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Di Ruang Parkir Wilayah Kota Wonosobo)". Universitas Jendaral Sudirman.hlm. v] 

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam kegiatan penelitian ini ialah :
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diterpakan di Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja factor-faktor yang mempengaruhi penyelewengan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan input dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan parkir khususnya dalam sektor parkir tepi jalan umum, yang meliputi :
1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diterpakan di Kabupaten Wonosobo
2. Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penyelewengan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo.
	 
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Kontribusi Bagi Pemerintah
a. Memberikan solusi dalam menagani dan mengatur parkir tepi jalan umum khususnya di Kabupaten Wonosobo
b. Memberikan acuan dalam membuat kebijakan menyusunan Peraturan Daerah khususnya tentang retribusi parkir tepi jalan umum
c. Memberikan solusi dalam pengaturan dan pengolahan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Wonosobo
2. Kontribusi Bagi Masyarakat
a. Memberikan informasi dan pengertian tentang retribusi parkir tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonosobo
b. Memberikan edukasi tentang Perda No.14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonosobo
3. Kontribusi Bagi Akademisi
a. Sebagai referensi dalam mempelajari hukum pajak khususnya tentang retribusi
b. Sebagai bahan acuan penelitian dan edukasi

E. TINJAUAN PUSTAKA
1. Parkir
	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah  dijelasakan pengertian Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan  Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
dalam Pasal 15 diatur bahwa Setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan  berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi : tarif tetap, progresif, vallet, dan parkir area khusus (insidentil). Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir diatur dalam Pasal 44 ditetapkan sebagai berikut :
a. sewa parkir tetap dan area khusus (insidentil) sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
b. parkir progresif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
c. parkir vallet sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.


2. Parkir Tepi Jalan Umum
Pengaturan Parkir tepi Jalan Umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Pasal 3 menjelaskan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmatipelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan jangka waktu penggunaan tempat parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitaspengendalian atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi berdasarkan pada perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur dalam Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
a. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/3 (tiga) jam;
b. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)/3 (tiga) jam;
c. Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/3 (tiga) jam;
d. Kendaraan beroda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/3 (tiga) jam.
Pengelolaan perparkiran Pengelolaan Parkir tepi jalan umum diataur dalam Pasal 11yaitu perparkiran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk  mengelola perparkiran. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Umum Daerah.


3. Retribusi Daerah
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota Masyarakat) untuk membayar retribusi setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.
Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara secara ekonomi, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapatkan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapat pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hai ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkannya jasa tersebut.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[footnoteRef:3] Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [3: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 1 angka 24. ] 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan
b. hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah 
c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya 
d. retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan 
e. sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.[footnoteRef:4] [4: Marihot P. Siahaan, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm.57. ] 


F. METODE PENELITIAN
 	Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang permasalahan yang dibahas sehingga hasilnya memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak perlu diadakan kajian-kajian dan penelitian serta pengamatan terhadap objek penelitian. Oleh karena itu diperlukan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam memperoleh data-data baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan, Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturanperaturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.[footnoteRef:5] [5:  Soerjono dan Abdul Rahmat, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.11] 

2. Jenis Penelitian, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.
3. Lokasi Penelitian, Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo di 27 titik yang tersebar di kecamatan Garung, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Wonosobo
4. Sumber Data, sumber data yang digunakan yaitu Data primer Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan Data sekunder Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Wonosobo di 27 titik yang tersebar di kecamatan Garung, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Wonosobo
b. Wawancara Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak yang menangani parkir seperti tukang parkir, masyarakat selaku pihak pemakai tempat parkir dan Dinas Perhubungan sebagai sebagai pelaksanaan dan pengatur dilapangan serta pihak Dinas Pendapatan Daerah yang menagani dalam sektor perparkiran  serta pihak yang berkaitan langsung lainnya
c. Studi Pustaka Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 
6. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lesan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai yang utuh”. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.  Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses trianggulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktekpraktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas temuan-temuan penelitian.[footnoteRef:6] [6: Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI-Press 1986, hlm.125.] 

Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut: (a) Reduksi Data  yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan; (b) Sajian Data, yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan. (c) Studi Pustaka, Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.[footnoteRef:7] [7: HB, Soetopo, “Pengantar Penelitian Kualitatif”, Surakarta: Pusat penelitian UNS, 1994, hlm. 31] 

G. JADWAL PENELITIAN
Seluruh rangkaian kegiatan Penelitian ini direncanakan melalui 4 tahap selama 3 bulan (12 minggu) dengan perincian sebagai berikut:
	NO.
	KEGIATAN
	BULAN

	
	
	1
	2
	3

	1.
	Persiapan
	√
	√
	

	2.
	Survei Kondisi penelitian
	√
	
	

	3.
	Pelaksanaan Program Penelitian :
	
	
	

	
	a. Penggalian data di lapangan
	√
	√
	√

	
	b. Pencarian alternatif data
	
	√
	

	
	c. Analisis Data
	
	√
	

	
	d. Kajian pustaka 
	
	√
	

	
	e. Pengolahan data akhir
	
	√
	

	4.
	Evaluasi
	
	√
	

	5.
	Penyusunan Laporan 
	
	√
	

	6.
	Publikasi Ilmiah
	
	
	√

	7.
	Laporan Akhir
	
	
	√



H. PERSONALIA PENELITIAN
1. Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap			: Setyo Puji Widodo
 b. NIM					: 8111412162
 c. Semester				: 6 (enam)
 d. Fakultas/Jurusan/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 e. Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang
                      f. Waktu Untuk Kegiatan		: 6 Jam/Minggu
2. Anggota Pelaksana I 
 a. Nama Lengkap			: Inugraha Al Aziz Puryasansra
 b. NIM					: 8111412180
 c. Semester				: 6 (enam)
 d. Fakultas/Jurusan/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 e. Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang
                      f. Waktu Untuk Kegiatan		: 6 Jam/Minggu
2. Anggota Pelaksana II
 a. Nama Lengkap			: M Ahmad Abdul Ghofur
 b. NIM					: 8111412010
 c. Semester				: 6 (enam)
 d. Fakultas/Jurusan/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 e. Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang
                      f. Waktu Untuk Kegiatan		: 6 Jam/Minggu


I. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN
	No
	Kebutuhan
	Biaya dalam Rp

	1.
	Bahan dan Peralatan penelitian
a. Bahan habis (Kertas A4, ATK, Keping CD, Baterai Kamera, dll)
b. Alat
c. Sewa Alat (Kamera DSLR, Handycamp)
	
    350.000,-
    250.000,-
    250.000,-

	2.
	Perjalanan
a. Biaya perjalanan dengan kendaraan umum (PP Semarang-Wonosobo ) untuk 3 Orang
b. Transportasi Lokal (Tempat Penginapan ke Lokasi Penelitian)
c. Lumpsum termasuk konsumsi
	
    550.000,-  

    125.000,-
    500.000,-

	3.
	Laporan Penelitian
a. Penggandaan (15 Bundel @15.000) 
b. Pengiriman 
	
    225.000,-  
    200.000,-

	4.
	Seminar
a. Konsumsi ( 50 Orang @7000)
b. Biaya penyelenggaraan
	
    350.000,-
    300.000,-

	7.
	Biaya Lain-Lain
a. Honorarium Pelaksana (3 Orang)
b. Perizinan
	
    600.000.- 
    300.000,-

	Jumlah
	 12.500.000.-





LAMPIRAN I
DAFTAR PUSTAKA
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Gambar 1: Parkir tepi Jalan Umum di Jalan Ahmad Yani Wonosobo		 
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Gambar 2 : suasana Parkir Tepi Jalan Umum di Pusat pasar Induk Wonosobo
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